
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN JEMBER 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan 
Pasal 5 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Jember 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur 
Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan 
birokrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 



Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 64 77); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 970); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Sirokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 
Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Sirokrasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Sirokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN SUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KE{ENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMSER. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Jember. 
2. Bupati adalah Bupati Jember yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Jember. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

1 I. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
Pelaksana Tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di 

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tu gas melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

( 4) Din as dalam melaksanakan tu gas se bagaimana dimaksud pad a 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 



a. perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang. administrasi 
dan kependudukan pencatatan sipil; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 
(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terdiri atas : 
a. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
(PIAK), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional; 

f. UPTD; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

BAB Ill 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretariat 

Pasal 4 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan 
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijak:an operasional tugas dan 

dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan 
Keuangan di lingkungan Dinas; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan 
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan 
Keuangan di lingkungan Dinas; 

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan 
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan 
Keuangan di Lingkungan Dinas; 

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerab dan barang 
milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan 

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas: 
a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, 

pengiriman dan pendistribusian surat; 
b. menyiapkan baban penggandaan naskah dinas dan pengelolaan 

kearsipan Dinas; 
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan 

dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan 
lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 

d. menyiapkan baban telaahan dan pelayanan informasi; 
e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan 

dan analisis be ban kerja di lingkungan Dinas; 
f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan 

pemeliharaan barang; 
g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan 

pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian 
peralatan/perlengkapan kantor; 

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan 
perlindungan aset/barang milik daerab; 

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan 
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian 
lainnya; 

j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 
dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 



Paragraf2 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 6 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas : 
a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan 

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat 
Daerah; 

b. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian 
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana 
anggaran dan rencana perubahan anggaran; 

d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 
informasi Perangkat Daerah; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi 
perencanaan dan pelaporan daerah; 

f. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian 
kinerja lingkup dinas; 

g. menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah; 
h. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); 
i. melakukan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); 
j. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
k. melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan 
1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan tugas. 

Bagian Kedua 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 7 
(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk 
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi 
meliputi: 
a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk; 
b. penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan 

kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk; 
c. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelayanan pendaftaran penduduk 
skala daerah; 



d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan pendaftaran 
penduduk; 

e. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dalam sistem 
administrasi kependudukan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja 
penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk; 

g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumberdaya 
manusia pengelola pelayanan pendaftaran penduduk; 

h. pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi 
Kependudukan; 

i. 
j. 

penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk; 
peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan 

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelak.sanaan 
tugas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal 8 

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas 
Dinas di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi 
meliputi: 
a. penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan 

kebijak.an pencatatan sipil; 
b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil; 
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil; 
d. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem 

administrasi kependudukan; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pelayanan pencatatan sipil; 
f. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia 

pengelola pelayanan pencatatan sipil; 
g. pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 
h. pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan 

masyarakat secara berkala; 
i. pengumpulan, analisa clan desiminasi data pencatatan sipil; 
j. penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan pemantauan 

evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan 
adminduk terkait pencatatan sipil; 

k. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan 
tinggi terkait pencatatan sipil; 



1. sosialisasi terkait pencatatan sipil; 
m. koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non

Pemerin tah Daerah dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk; 

n. koordinasi dengan Kantor Kementerian yang 
Menye!enggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama 
Daerah dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan 
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk 
yang Beragama Islam; 

o. koordinasi dengan Kantor Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di 
lingkup pemerintah kabupaten dalam memelihara hubungan 
timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada 

instansi vertikal; dan 
p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Pasal 9 

(1) Bidang PIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan serta tugas Jain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1), Bidang PIAK mempunyai fungsi meliputi: 
a. penyusunan rencana kerja bidang PIAK; 
b. penyiapan bahan penetapan kebijakan PIAK; 
c. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, 

supervisi dan konsultasi PIAK; 
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PIAK; 
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan 

kependudukan; 
f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya 

manusia pengelola informasi administrasi kependudukan; 
g. pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta 

penyajian betabase kependudukan; 
h. penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 
1. penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 
j. pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan; dan 
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 



Bagian Kelima 
Bid.ang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Pasal 10 

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kerja sama dan inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan ; 

b. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan;dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan 
mempunyai fungsi meliputi : 
a. penyusunan rencana kerja pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan; 

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dolrumen 
kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama 
dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 
e. pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis 

berkas/ dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan 
berkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
kematian; 

f. pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis 
berkas/dokumen serta pengarsipan dan 
pemeliharaanberkas/dokumen hasil pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status anak. dan 
pewarganegaraan; 

g. pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 

h. pengelolaan pemanfaatan data administrasi kependudukan; 
i. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan, kerja sarna serta inovasi 
pelayanan administrasi kependudukan; 

j. penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi 
Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain; 

k. penyediaan data kependudukan Daerah; 
I. penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi 

kependudukan serta kebutuhan yang lain; dan 
m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas. 



BAB IV 
UPTD 

Pasal 11 
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional. 
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 
(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 
(5) Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan 

fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan 

pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan 
bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari 
atas analisisjabatan dan beban kerja. 

(4) Togas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 
fungsional masing-masing. 

Pasal 13 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur jabatan fungsional. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu 
dan/ atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan 
dan kinerja organisasi. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. ketua tim; dan 
b. anggota tim. 

(4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim 
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a yang ditugaskan oleh 
pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan 
keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. 



(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan 
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 
penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
TATAKERJA 

Pasal 14 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok 
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
rnasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin 
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya 
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

DALAM JABATAN 
Pasal 15 

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



BAB VIII 
ESELON JABATAN 

Pasal 16 
(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 

Jabatan Eselon Ilb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan 

Administrator. 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Illb atau Jabatan 

Administrator. 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon 

!Va atau Jabatan Pengawas. 
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan 

Eselon !Vb atau Jabatan Pengawas. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17 
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 18 
(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan 

pengisian pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jember sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan dengan 
pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jember 
Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2021 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerab 
Kabupaten Jember. 

Diundangkan di Jember 
pada tanggal 28 Februari 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

ARIEF TYAHYONO, SE 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19661015 199602 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Pit. Kepala Bagi an H ukum, 

A.Z~ K, S .H. 
Penata Tk. I 

NIP. 19810529 201101 l 004 

DHetapkan di Jember 
pada tanggal 28 Februari 2023 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 10 
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LAM?IRAN PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR : 10 TAHUN 2023 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER 

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS 
DAN F'UNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKI\N 
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER 

DINAS 

KEI..OMPOK JABATAN FUNCSIONI\L 
Sckretariat 

I I 
I 

I I 

Sub Bagian Sub Bagian 
Umum dan Perencanaan dan 

Kepegawaian Pelaporan 

I 
Bidang ,_ Bidang Bidang 

Pelayanan Pendataran Pelayanan Pcncat:atan .- Pengelolaan Infonnasi --
Penduduk Sipil Adm inistrasi 

Kependudukan 
KELOMPOK JABATAN FUNCSlONAL KELOMPOK JABATA~ Fl NGS!Ol'oAL ,_ 

Salinan sesuru dengan aslinya, 
Plt. KepaJa Bagian Hukurn, 

A.Z~ IK, S.H. 
Penata Tk. I 

NIP. 19810529 201101 1 004 

KELOMPOK J\BATAN FUNGSIONAL 

UPTD I 
Pj. SEKRET ARIS DAERAH, 

ttd 

ARIEF TYAHYONO, S.E 
Pembina Uta.ma Muda 

NIP. 19661015 199602 1 001 

KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL 

13idang 
Pemanfaatan Data dan Inovasi 

Pelayanan 

KELOMPOK JABAT M FL NGSIONAL 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 


